
BUPATIENDE 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ENDE 
NOMOR { TAHUN 2024 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENDE, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1  Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024. 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 

Stabilitas... 



Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ A tau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

Perbendaharaan Negara (Lembaran 

2004 tentang 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara 

Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-... 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Udang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

1 1.  Peratu ran... 



1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan 

Daerah 

dan Evaluasi 

(Lembaran 

Penyelenggaraan 

Negara Republik 

Pemerintah 

Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan... 



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431) ;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781) ;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasiona1 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 

Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasa1 I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Ende. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende. 

3. Bupati adalah Bupati Ende. 

4. Anggaran... 



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

7. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah 

selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja. 

8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah 

selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja. 

9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA 

adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 

1 1 .  Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah 

dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. 

12.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

13 .  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

14 .  Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan. 

15.  Pendapatan... 



15.  Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam 

bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh 

dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari 

dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, 

pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk 

mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula 

sebesar Rpl.269.738.677.856,00 bertambah sebesar Rp54.783.768.018,00 

sehingga menjadi Rpl.324.522.445.874,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rp 1.269. 738.677 .856,00 

Rp 28.583.250.261,00 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

perubahan 

2. Belanja Daerah 

Rp 1 .298.321 .  928 .117 ,00 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rpl.264.738.677.856,00 

Rp 54.783.768.018 ,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah 

perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp O ,00 

2) Bertambah Rp 26.200.517.757 ,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah peru bahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp 5.000.000.000,00 

2) Berkurang Rp O ,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00 

Pasal 3 . . .  

Rpl .319.522.445.874,00 

Rp 26.200.517.757 ,00 



Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini terdiri 

dari: 

1 .  Lampiran I 

2 .  Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

peru bahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 . . .  



Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Ende dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Ende 
'teer ao2+ 
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Diundangkan di Ende 
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